L KABUPATEN SEMARAN

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32vTahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama ;

b. bahwa RanCangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada
huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang merupakan penjabaran Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon
Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal
30 Juni 2009;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; '

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lem'baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421;

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesid Nomor 4712);



20.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ); M

21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503 );

22.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574 );

23.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575 );

24,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemb
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 );

25.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577 );

26.Peraturan Pemerintah Nomor 58 - Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
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28.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4593);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

30.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

31.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 44
Seri A Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 45 Seri A Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler
Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nornhor 5); '

33.Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang: Nomor 13);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1,
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebdgai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang .



7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan

~ Kelurahan. _

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. |

9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih . |

10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih .

11.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya .

BAB II
APBD
Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah : Rp. 765.623.421.000,-
b. Belanja Daerah ' : Rp. 777.834.593.000,- (-
defisit : Rp. (12.211.172.000,-)
¢. Pembiayaan daerah :
1. Penerimaan Daerah : Rp. 15.228.439.000,- ;
2. Pengeluaran Daerah : Rp. 3.017.267.000,—( )
Pembiayaan netto H Rp. 12.211.172.000,;

'-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,-



Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a.
b.
C.

pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 97.181.797.000,- ;
dana perimbangan sejumlah Rp. 608.556.508.000,- ;
lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 59.885.116.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a.
b.
C.

d.

pajak daerah sejumlah Rp. 20.200.409.000,- ;
retribusi daerah sejumiah Rp. 58.552.684.000,- ;

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 4.278.330.000,- ;

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumiah Rp. 14.150.374.000,- .

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a.
b.

C.

dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 48.331.189.000,- ;
dana alokasi umum sejumlah Rp. 508.915.019.000,- ;
dana alokasi khusus sejumiah  Rp. 51.310.300.000,- .

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

hibah sejumiah Rp. 0,- ;
dana darurat sejumlah Rp. 0,- ;

¢. dana bagi hasil pajak sejumiah Rp. 36.346.420.000,- ;
d.
e

. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintahan daerah

dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,- ;

lainnya sejumiah Rp. 23.538.696.000,- .

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a.
b.

belanja tidak langsung sejumlah Rp. 544.597.046.000,- ;
belanja langsung sejumiah Rp 233.237.547.000,- .



(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:

@ NP a0 oo

h.
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

belanja :

a. belanja pegawai sejumiah Rp. 43.161.494.000,-;

b. belanja barang dan jasa sejumiah  Rp. 123.995.001.000,-;

C. belanja modal sejumlah Rp. 66.081.052.000,-

belanja pegawai sejumiah Rp. 464.337.589.000,- ;

belanja bunga sejumlah Rp. 14.000.000,- ;

belanja subsidi sejumiah Rp. 117.000.000,- ;

belanja hibah sejumlah Rp. 53.650.355.000,- ;

belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 2,265.550.000,- ;
belanja bagi hasil sejumlah Rp. 172.225.000,- ;

belanja bantuan keuangan sejumiah Rp. 23.040.327.000,-
belanja tidak terduga sejumlah Rp.  1.000.000.000,- .

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ terdiri dari :
a. Penerimaan Daerah sejumlah Rp. 15.228.439.000,-.
b. Pengeluaran Daerah sejumlah Rp. 3.017.267.000,-.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

d.

@ "o o0 g

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
sejumlah Rp. 12.228.439.000,-

pencairan dana cadangan sejumiah  Rp. 0,-;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,- ;

penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,- ;

penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah Rp. 0,- ;

penerimaan piutang daerah sejumiah Rp. 0,-

penerimaan dana talangan sejumiah Rp. 3.000.000.000,-.
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(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
a. pembentukan dana cadangan sejumiah Rp. 0,- ;
b. penyertaan modal| (investasi) pemerintah daerah sejumiah
Rp. 0,-.
c. pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 17.267.000,-
d. pemberian pinjaman daerah sejumiah Rp. 0,-
e. pengeluaran dana talangan sejumlah Rp. 3.000.000.000,-.

Pasal 6

Keadaan darurjat dan /atau mendesak yang menyebabkan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dapat dilakukan mendahului Perubahan APBD,

Pasal 7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

C. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
a. pengeluaran sebagaimana dimaksud selanjutnya diusulkan dalam Rancangan

Perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Realisasi Anggaran.
b. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan; dan

¢. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
iebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
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Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,

terdiri dari :

1. Lampiranl

2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran v
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Ringkasan APBD .

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Organisasi .

Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan .

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Dan Kegiatan .

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara .

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan.
Daftar Piutang Daerah .
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .

Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah .

Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya .

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Ini

Daftar Dana Cadangan Daerah.

Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD .
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30 Desember 2009
WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

SITI AMBAR FATHONAH



